Jakarta, 24 April 2000

Kepada Yth.:

1. Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Renbang ;

2. Para Kepala Biro, Panitera Kepala P4P, Kapusdiklat Pegawai;

3. Para Kepala Kantor Wilayah

Departemen Tenaga Kerja 

SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA RI

NOMOR : SE.04/M/SJ/2000

TENTANG

PENGANGKATAN PENYESUAIAN DALAM

JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

a. Bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pengguna tenaka kerja telah dikeluarkan Keputusan   Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PAN/2000, tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kredit .

b. Bahwa untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40/Men/2000 tanggal 28 Maret 2000 dan Nomor 15 A Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja   dan Angka Kredit .

c. Bahwa pengangkatan penyesuaian dalam Jabatan Fungsional  Pengantar Kerja harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2000.

d. Bahwa untuk kelancaran dan keseragaman pengangkatan penyesuaian dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan penyesuaian dalam Jabatan Pengantar Kerja  dilingkungan Departemen Tenaga Kerja .      

2. DASAR

a. Undang Undang   Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 .

b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil .

c. Keputusan Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PAN/2000, tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kredit .

d. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Kep.40/Men/2000 tanggal 28 Maret 2000 dan Nomor Kep.15 A Tahun 2000 .

3. TUJUAN

          Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi Pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan pengangkatan penyesuaian dalam jabatan Pengantar Kerja dilingkungan Departemen Tenaga Kerja . 

II. JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

1. Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

a. Pengantar Kerja Terampil terdiri atas :

· Pengantar Kerja Pelaksana ; Golongan II/b – II/d

· Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan ; Golongan III/a – III/b

· Pengantar Kerja Penyelia ;Golongan III/c – III/d 

b. Pengantar Kerja Ahli terdiri atas :

· Pengatar Kerja Pertama ; golongan III/a – III/b

· Pengantar Kerja Muda; golongan III/c – III/d 

· Pengantar Kerja Madya; golongan IV/a – IV/b

2. Kegiatan Pengantar Kerja

a. Kegiatan Pengantar Kerja setiapjenjang jabatan, diatur dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PAN/2000 .

b. Kegiatan Semester pertama terhitung mulai tanggal pengangkatan s/dalam tanggal 30 Juni 2000 merupakan kegiatan yang belum digunakan dalam pengangkatan penyesuaian antara lain berbentuk ijazah dan STTPL. 

c. Angka Kredit kumulatifmenimum Pengantar Kerja adalah :

	NO
	GOLONGAN
	TERAMPIL
	AHLI

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
	II/b

II/c

II/d

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c
	40

60

80

100

150

200

300

-

-

-
	-

-

-

100

150

200

300

400

550

700


d. Angka Kredit Kumulatif Minimum tersebut dari unsur utama sekurang-kurangnya 80 % dan unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20 %.

3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit adalah :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja bagi Pengantar Kerja Madya dilingkungan Departemen Tenaga Kerja dan instansi lainnya.

b. Dirjen Binapenta Departemen Tenaga Kerja , bagi Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan dan Penyelia, Pertama danMuda yang bertugas di Kantor Pusat Departemen Tenaga Kerja .

c.  Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja , bagi Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan dan Penyelia, Pertama danMuda yang bertugas di Wilayah kerjanya .

d. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja bagi Pengantar Kerja Pelaksana di satuan kerjanya .

4. Susunan TimPenilai

a. Pusat

Ketua

: Direktur Jenderal Binapenta

Wakil Ketua
: Sekretaris Direktorat Jenderal Binapenta

Sekretaris

: Kepala Biro Kepegawaian

Anggota
; Unsur binapenta, Kepegawaian , Renbang dan unsur terkait lainnya maksimum 6 orang

b. Direktorat jenderal

Ketua
:  Sekretaris Direktorat Jenderal Binapenta

Wakil Ketua
: Salah seorang direktur lainnya

Sekretaris
: Kepala Bagian Umum

Anggota
: Unsur binapenta, Kepegawaian , Renbang dan unsur terkait lainnya maksimum 6 orang

c. Kanwil

Ketua
: Kepala bidang Pentakerja

Wakil Ketua
: Kepala BP2TKI

Sekretaris
: Kepala Bagian Tata Usaha

Anggota
: Unsur Pentakerja, BP2TKI Kepegawaian dan unsur lainnya, maksimum 6orang

d. Kandep  

Ketua
: Kepala Seksi Pentakerja

Sekretaris
: Kepala Sub Bagian Tata usaha

Anggota
: Unsur Pentakerja, Tata Usaha dan unsur lainnya,maksimum 3 orang

III. PENGANGKATAN PENYESUAIAN

1. Pejabat yang berwenang mengangkat :

a. Sekretaris Jenderal atas namaMenteri Bagi Pengantar Kerja Madya.

b. Sekretaris Jenderal bagi Pengantar Kerja Muda dan Penyelia.

c. Kepala Biro Kepegawaian bagi Pengatar Kerja Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan Pengatar Kerja Pertama .

2. Syarat-syarat pengangtan penyesuaian :

a. Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil .

b. Sehat jasmani rohani.

c. Pada tanggal 7 Pebruari 2000 telah bertugas di bidang antar kerja/penempatan atau telah lulus diklat Pengantar Kerja 

d. DP 3 Tahun 1999 nilai rata-rata baik.

e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

f. Untukdiangkat dalam jabatan Pengantar Kerja Ahli dalam SK Kepangkatan terakhir golongan III/a dan berpendidikan Sarjana (S1)

g. Untuk diangkat dalam jabatan Pengantar Kerja Terampil , dalam SK Kepangkatan terakhir serendah-rendahnya berpendidikan SLTA dan golongan ruang gaji II/b.

h. Usia setinggi-tingginya 55 Tahun  Peraturan 1 Pebruari 2000.

3. Tata cara Pengusulan

a. Usulan disampaikan oleh pimpinan satuankerja PNS bertugas kepada Pejabat yang berwenang tersebut pada butir 1 (satu) sesuai kewenangan masing-masing Up. Kepala Biro Kepegawaian secara hirarkhis.

b. Usulan telah diterima Kepala biro Kepegawaian selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2000, dapat dilakukan secara bertahap maksimum 3 (tiga) kali.

c. Khusus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir SLTA, D3 dengan golongan ruang penggajian III/a, III/b, III/c yang telah memiliki masa kerja golongan lebih dari 4 Tahun dan direncanakan untuk kenaikan pangkat 1 Oktober 2000,usulan telah diterima Kepala Biro   Kepegawaian  selambat-lambatnya tg31 Mei 2000.

d. Usulan dengan menggunakan formulir contoh lampiran I dan II Surat Edaran ini.

e. Usulan dilampiri :

1). Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir, pangkat terakhir dan kenaikan gaji berkala tahun terakhir 

2). Salinan STTPL Diklat Pengantar Kerja .

3). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum, lulus Diklat Pengantar Kerja cukup Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh pimpinan satuan kerja masing-masing .

4). Salinan sah DP3 Tahun terakhir.

5). Salinan ijazah pendidikan formal yang dilegalisir oleh pimpinan satuan kerja atau Kepala Bagian tata Usaha yang bersangkutan .

4. Seleksi Administratif

a. Usulan yang telah diterima Kepala Biro Kepegawaian akan ditelitioleh suatu tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal .

b. Timterdiri Kepala Biro Kepegawaian sebagai Ketua, Kepala Bagian Mutasi sebagai Sekretaris dan dibantu beberapa anggota .

c. Usulan yang memenuhi syarat diproses pengangkatannya dengan surat Keputusan Pejabat yang berwenang .

d. Penolakan usulan diputuskan dalam rapat tim.

e. Usulan yang tidak memenuhi syarat pada kesempatan pertama dikembalikan ke pengusul, bersifat ditolak atau dilengkapi.

5. Pengangkatan

a. Pengangkatan Penyesuaian oleh pejabat yang berwenang selambat – lambatnya tanggal 30 September 2000.  

b. Bagi Pengantar Kerja Terampil golongan ruang gaji III/a, III/b, III/c yang masa kerja golongannya telah lebih 4 tahun pengangkatannya berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2000. 

c. Surat Keputusan pengangkatan Penyesuaian menggunakan formulir lampiran XI Surat Keputusan Bersama.

6. Penempatan  

a. Penempatan di Direktorat Jenderal dan Kantor Wilayah serendah – rendahnya golongan ruang gaji III/a.

b. Penempatan di Kandepnaker dan  BP2TKI serendah – rendahnya golongan ruang gaji II/b, dan untuk golongan IV sangat selektif.

7. Laporan Pelaksanaan Pengangkatan.

a. Kepala Biro Kepegawaian menyusun daftar nominatif pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Tenaga Kerja yang menduduki jabatan fungsional Pengantar Kerja Peraturan 1 Oktober 2000.

b. Daftar nominatif tersebut butir a disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Dirjen Binapenta Departemen Tenaga Kerja dan Kepala BKN selambat – lambatnya tanggal 31 Oktober 2000.

IV.  TINDAK LANJUT

1. Kenaikan Pangkat

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil  yang diangkat dalam jabatan Pengantar Kerja secara penyesuaian, kenaikan pangkat Peraturan 1 Oktober 2000 telah menggunakan angka kredit. 

b. Tambahan rencana usulan kenaikan pangkat telah diterima selambat – lambatnya tanggal 1 Juni 2000. 

c. Usulan kenaikan pangkat dengan angka kredit selambat – lambatnya telah diterima Biro Kepegawaian tanggal 31 Agustus 2000.

2. Penilaian Angka Kredit untuk kelengkapan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2000 dihitung terhitung mulai tanggal pengangkatan sampai dengan tanggal 30 Juni 2000.

3. Penetapan Angka Kredit sebagaimana tersebut pada Nomor 2 (dua) dilakukan pada bulan Juli 2000 sesuai lampiran VIII Surat Keputusan Bersama .

4. Untuk mengantisipasi kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000 Tim Penilai Tingkat Kabupaten / Kota / Propinsi Direktorat Jenderal dan Pusat dibentuk selambat-lambatnya tanggal 30  Juni 2000.

4.1. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dengan Surat Keputusan  Kepala Kantor Departemen .

4.2. Tim Penilai Tingkat Propinsi dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah .

4.3. Tim Penilai Tingkat Direktorat Jenderal dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal.

4.4. Tim Penilai Tingkat Pusat dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal . 

5. Usulan penetapan Angka Kredit Pengantar Kerja disampaikan oleh pimpinan Satker/Unit kepada Pejabat Penilai secara hirarkhi, setelah menurut perhitungan sementara, yang bersangkutan memenuhi jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi. Formulir usulan penetapan Angka Kredit Pengantar Kerja dibuat sesuai lampiran I dan II Surat Keputusan Bersama .

6. Setiap usul penetapan Angka Kredit Pengantar Kerja dilampiri dengan :

a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi antar kerja dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran III Surat Keputusan Bersama .

b. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan antar kerja  dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IV Surat Keputusan Bersama .

c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengkajian antar kerja  dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran V Surat Keputusan Bersama .

d. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VI Surat Keputusan Bersama .

e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang Tugas Pengantar Kerja Terampil dan Pengantar Kerja Ahli dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VII Surat Keputusan Bersama .

f. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat pendidikan dan Pelatihan dan keterangan/penghargaan yang pernah diterima,apabila ada.

.

IV. PENUTUP

1. Pengangkatan dalam jabatan setelah  30 September 2000 adalah pengangkatan pertama menggunakan penetapan Angka Kredit lebih dahulu sesuai ketentuan pasal 22, 23 dan 24 Keputusan Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PAN/2000.

2. Ijazah pendidikan sekolah yang lebih tinggi daripada yang tercantum dalam surat pengangkatan penyesuaian dalam jabatan fungsional Pengantar Kerja (belum diproses kenaikan pangkat penyesuaian), yang diperoleh sebelum pengangkatan dapat diperhitungkan Angka Kreditnya untuk periode terhitung mulai tanggal pengangkatan s/dalam tanggal 30 Juni 2000.

3. Hal-hal yang belum jelas dan apabila dijumpai di dalam melaksanakan Surat Edaran ini dapat ditanyakan kepada Biro Kepegawaian .

4. Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Menteri Tenaga Kerja

Sekretaris Jenderal

Drs. A. Sangadji Rachman

NIP. 160 006 428

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja (sebagai Laporan) ;

2. Para Kepala Dinas Tenaga Kerja pada Daerah Tingkat II Percontohan (untuk diketahui)

3. Para Kakandepnaker ;

4. Para Kepala BP2TKI ;

5. Arsip.

LAMPIRAN  I

Contoh
; Usulan Pengangkatan

                        Penyesuaian Pengantar Kerja 

Nomor 
:

Hal
: Usul Pengangkatan Penyesuaian Pengantar Kerja (Tahap I/II/Akhir)

Lampiran 
: ……………..berkas

Kepada

Yth. ……………………….

Up. Kepala Biro Kepegawaian 

Departemen Tenaga Kerja

Di Jakarta

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor ………………………. Tanggal ………………….. dengan hormat kamiusulkan pengangkatan penyesuaian Pengantar Kerja (Tahap ………..) sejumlah ………… orang, terdiri :

1. Madya


……………… orang

2. Muda


……………… orang

3. Pertama


……………… orang

4. Penyelia


……………… orang

5. Pelaksanaan Lanjutan
……………… orang

6. Pelaksana

……………… orang
Jumlah


……………… orang

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Daftar Usulan dan persyaratan terlampir.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih

……………..,…………………

……………………………….

( ……………………………)

NIP. ……………………

LAMPIRAN  II

CONTOH

USULAN PENGANGKATAN

PENYESUAIAN PENGANTAR KERJA

DAFTAR USULAN PENGAKTAN PENYESUAIAN PENGATAR KERJA ……………..

(Satuan Kerja)

	No
	Nama/NIP Tempat dan Tgl.Lahir
	Golongan

TMT
	Masa Kerja

Golongan


	Pendidikan
	Jabatan Sekarang

TMT
	Jabatan yang diusulkan
	Keterangan

	
	
	
	
	
	
	Jabatan dan Angka Kredit
	Penempatan
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Salinan sah SK Pengangkatan, Kena ikan Gaji Berkala, Ijazah dan STTPL Pengantar Kerja terlampir


…………….,………………………………..

………………………………………………

(……………………………………………)

NIP. ……………………………………..

